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RINGKASAN

Sebagai pihak swasta yang menjual jasa, penyalur pekerja rumah tangga tentunya
lebih mendahulukan kepentingan pengguna jasa yang merupakan sumber
pendapatan, akan tetapi yang menjadi masalah utama adalah lembaga sebagai
penyalur pekerja rumah tangga tersebut sering kali belum memiliki izin, sehingga
dalam hal ini merugikan pekerja rumah tangga dan majikan yang memakai jasa
tersebut, sepertihalnya lembaga penyalur pekerja rumah tangga yang bernama
Yayasan Val The Consultant Indonesia yang tidak memiliki izin padahal sudah
beroperasional sejak Tahun 2012 sampai sekarang dan banyak masyarakat yang
menggunakan jasa pekerja rumah tangga dari lembaga penyalur pekerja rumah
tangga Yayasan Val The Consultant Indonesia tersebut. Perizinan pun telah
dilakukan verifikasi dokumen pada Januari 2024. Tim Kemnaker didampingi
perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya melakukan
verifikasi lapangan pada 28 Februari 2024 sampai 1 Maret 2024. Berdasarkan hasil
verifikasi tersebut, masih terdapat kekurangan dokumen yang harus diperbaiki,
salah satunya belum dicantumkannya kode KBLI 78103 dalam Akta Pendirian. Izin
pun tidak dapat diterbitkan sebelum Akta Pendirian diubah, serta dokumen lainnya
yang belum sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Izin dapat diterbitkan apabila
kekurangan dokumen dapat dilengkapi. Dengan adanya lembaga penyalur pekerja
rumah tangga, maka menimbulkan adanya 3 pihak terkait hubungan kerja yaitu
antara perusahaan penyedia jasa dengan pekerja, perusahaan penyedia jasa pekerja
dengan perusahaan penyedia pekerjaan, dan juga perusahaan penyedia pekerjaan
dengan pekerja. Hal ini akan menimbulkan pertanggungjawaban yang berbeda pula
dengan sistem ketenagakerjaan pada umumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mensyaratkan adanya Peraturan Pemerintah
untuk mengatur mengenai perlindungan pekerja yang menjadi tanggungjawab
lembaga penyalur pekerja rumah tangga. Peraturan Pemerintah tersebut tercantum
dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015. Peraturan
Pemerintah tersebut telah menentukan pekerja rumah tangga tersebut pada dasarnya
merupakan karyawan dari lembaga penyalur. Mereka pun digaji oleh lembaga
penyalur, dimana pemenuhan hak dan semua perlindungan pekerja kepada lembaga
penyalur, dan dapat dialihkan hak-hak pekerja apabila melakukan pergantian
lembaga penyalur tetapi selama objek pekerjaan tersebut masih ada. Implementasi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tersebut tidak berjalan
lancar serta terdapat kekurangan dan kendala.



Dalam penulisan tesis ini penulis ini menggunakan penelitian dengan jenis
penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini disusun menggunakan tipe
penelitian kualitatif Lalu pada pendekatan penelitian menggunakan pendekatan
undang-undang (statute aprroach). Selain itu, penelitian ini didukung dengan
pendekatan sosiologi hukum yang mengkaji dalam aspek sosial sehingga mampu
mendeskripsikan, merelasikan, menguji, dan mengkritik terkait bagaimana hukum
positif bekerja di tengah masyarakakt tertentu. Bahan hukum berupa bahan hukum
primer dan sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Pengolahan dan analisis
bahan hukum dilakukan dengan diinventarisasi dan diidentifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, hubungan hukum antara lembaga
penyalur pekerja rumah tangga, pekerja rumah tangga, dan pengguna dalam kasus
ini memenuhi definisi alih daya. Yayasan Val The Consultant bertindak sebagai
pengguna, pekerja rumah tangga sebagai penerima kerja alih daya, dan orang tua
anak sebagai pengguna. Lembaga penyalur pekerja rumah tangga seperti Yayasan
Val The Consultant Indonesia yang tidak memiliki izin operasional menjadikan
pertanggungjawaban perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dapat
menjadi terabaikan. Kedua, Sanksi bagi lembaga penyalur pekerja rumah tangga
yang tidak memiliki izin operasional yaitu sanksi sesuai dengan berdasarkan Pasal
515 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 akan
dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau penghentian
sementara kegiatan usaha, dan apabila perusahaan alih daya tersebut dikenakan
sanksi administratif, pemenuhan hak pekerja/buruh tetap menjadi tanggung jawab
perusahaan alih daya yang bersangkutan. Namun penegakan sanksi terhadap
lembaga penyalur pekerja rumah tangga tidak berizin di Indonesia masih
menghadapi beberapa hambatan.
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ABSTRAK
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Rumah Tangga, Lembaga Penyalur

Tujuan dari penelitian adalah untuk Untuk menganalisis hubungan hukum terhadap
pekerja rumah tangga dengan lembaga penyalur tenaga kerja pekerja rumah tangga
dan majikan serta menganalisis implementasi sanksi bagi lembaga penyalur pekerja
rumah tangga yang tidak memiliki izin operasional.

Dalam penulisan tesis ini penulis ini menggunakan penelitian dengan jenis
penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini disusun menggunakan tipe
penelitian kualitatif Lalu pada pendekatan penelitian menggunakan pendekatan
undang-undang (statute aprroach). Selain itu, penelitian ini didukung dengan
pendekatan sosiologi hukum yang mengkaji dalam aspek sosial sehingga mampu
mendeskripsikan, merelasikan, menguji, dan mengkritik terkait bagaimana hukum
positif bekerja di tengah masyarakakt tertentu. Bahan hukum berupa bahan hukum
primer dan sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Pengolahan dan analisis
bahan hukum dilakukan dengan diinventarisasi dan diidentifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, hubungan hukum antara lembaga
penyalur pekerja rumah tangga, pekerja rumah tangga, dan pengguna dalam kasus
ini memenuhi definisi alih daya. Yayasan Val The Consultant bertindak sebagai
pengguna, pekerja rumah tangga sebagai penerima kerja alih daya, dan orang tua
anak sebagai pengguna. Lembaga penyalur pekerja rumah tangga seperti Yayasan
Val The Consultant Indonesia yang tidak memiliki izin operasional menjadikan
pertanggungjawaban perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dapat
menjadi terabaikan. Kedua, Sanksi bagi lembaga penyalur pekerja rumah tangga
yang tidak memiliki izin operasional yaitu sanksi sesuai dengan berdasarkan Pasal
515 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 akan
dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau penghentian
sementara kegiatan usaha, dan apabila perusahaan alih daya tersebut dikenakan
sanksi administratif, pemenuhan hak pekerja/buruh tetap menjadi tanggung jawab
perusahaan alih daya yang bersangkutan. Namun penegakan sanksi terhadap
lembaga penyalur pekerja rumah tangga tidak berizin di Indonesia masih
menghadapi beberapa hambatan.
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ABSTRACT
Keywords: Legal Protection, Domestic Workers, Distribution Agencies

The aim of this research is to analyze the legal relationship between domestic
workers, domestic worker placement agencies, and employers, as well as to analyze
the implementation of sanctions for domestic worker placement agencies that do
not possess operational permits.

In writing this thesis, the author employs a normative legal research approach. This
research is designed using a qualitative research type and utilizes a statute
approach. Additionally, this research is supported by a socio-legal approach that
examines social aspects, enabling the description, relation, examination, and
critique of how positive law functions within a particular society. Legal materials,
including primary and secondary legal sources, are obtained through library
research. The processing and analysis of legal materials are conducted through
inventory and identification.

The research findings indicate, First, between the domestic worker placement
agency, the domestic worker, and the user in this case meets the definition of
outsourcing. The Val The Consultant Foundation acts as the user, the domestic
worker as the outsourced worker, and the child's parents as the client. Domestic
worker placement agencies like Yayasan Val The Consultant Indonesia, which do
not have operating permits, can lead to the neglect of legal protection
responsibilities for domestic workers. Second, sanctions for domestic worker
placement agencies that do not have operating permits, as per Article 515
paragraph (1) and paragraph (2) of Government Regulation Number 5 of 2021,
will be subject to administrative sanctions in the form of written warnings and/or
temporary suspension of business activities. If the outsourcing company is subject
to administrative sanctions, the fulfillment of workers'/laborers' rights remains the
responsibility of the outsourcing company concerned. However, the enforcement of
sanctions against unlicensed domestic worker placement agencies in Indonesia still
faces several obstacles.
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